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KATA PENGANTAR

Dasar kewenangan daerah terhadap pengaturan minuman beralkohol
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah selanjutnya pengaturan tentang minuman beralkohol
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan
keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penjualan minuman beralkohol; dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Industri Minuman Beralkohol.

Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur, merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Paser. Hal ini untuk
memperbaiki dan menyempurnakan Perda sebelumnya, yaitu Perda Nomor 8
Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di
Kabupaten Paser. Pembuatan Perda baru dirasa perlu, selain menyesuaikan
dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, juga untuk memberi kepastian
hukum dan mekanisme operasional pengendalian peredaran, penjualan, dan
konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Paser. Tujuannya untuk
melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menyeimbangkan
kepentingan budaya serta ekonomi (pariwisata/ hospitality).

Untuk membahas tentang Penyusunan Perda Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol ini sudah dilaksanakan pertemuan dengan
pihak-pihak terkait pada 26 Juni 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Paser.
Pertemuan Pertama dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Paser,
termasuk audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Paser. Pada pertemuan
tersebut, ditekankan, bahwa keberadaan dari Perda Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol nanti, jangan sampai ditafsirkan sebagai

iii



upaya melegalisasi minuman beralkohol. Tetapi, harus ditekankan pada upaya
menciptakan kepastian hukum, upaya penertiban, dan upaya perlindungan
terhadap kesehatan masyarakat dan keberadaan generasi muda di Kabupaten
Paser.

Pertemuan Kedua dilaksanakan dengan berbagai pihak yang meliputi
dinas/badan terkait di Pemkab Paser, aparat penegak hukum, instansi
vertikal, tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan dari ormas keagamaan
serta ormas kepemudaan. Pada pertemuan tersebut, hampir semua sepakat
bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser. sudah saatnya direvisi. Sebab, tidak
bisa menjawab dinamika atau persoalan yang terjadi di masyarakat terkait
peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Di antara dinamika atau persoalan yang terjadi di masyarakat, yang
disampaikan pada pertemuan tersebut : Pertama, tentang aturan
pendistribusian minuman beralkohol yang dianggap kurang sesuai dengan
perubahan sosial yang ada artinya tidak diatur secara detail berkaitan dengan
norma perijinan, penjual dan pembeli di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten
Paser Kedua, fenomena maraknya warung-warung kecil yang menjual miras
(minuman keras), dimana pembelinya mulai banyak dari kalangan anak
sekolah. Ketiga, sanksi yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2004 tidak
mengakomodir pencegahan dan tindakan represif (kurungan dan/atau denda)
yang memberikan efek jera dan bertujuan kepada perbaikan sistem hukum.
Keempat, perlu peningkatan pada pengawasan dan penertiban terkait dengan
peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu melakukan kerjasama

dengan institusi Polri maupun TNI.

Malang, 22 November 2025

Tim Peneliti
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri.
Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum
sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat di situ ada
hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik
kebutuhan masyarakat secara individu maupun dalam pergaulannya, karena
hukum merupakan landasan aturan dalam tata kehidupan.:

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketertiban umum akibat dari
maraknya beredarnya minuman beralkohol, maka dibutuhkan aturan yang
komprehensif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, baik
berupa penal maupun non penal. Penal merujuk pada kebijakan atau upaya
penanggulangan kejahatan yang menggunakan sistem hukum pidana, seperti
kepolisian dan pengadilan, yakni untuk menindak pelaku setelah kejahatan
terjadi. Sebaliknya, non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan
yang tidak mengandalkan hukum pidana, melainkan fokus pada tindakan
pencegahan (preventif) dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan
melalui pendekatan sosial, budaya, moral dan edukatif.

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk mengawasi dan
mengendalikan peredaran serta penjualan minuman beralkohol (minol) sudah
diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser. Dari
hasil pertemuan dengan perwakilan DPRD Kabupaten Paser, termasuk dengan
Ketua DPRD Kabupaten Paser, dan pertemuan dengan perwakilan dari
dinas/badan terkait di Pemkab Paser, perwakilan aparat penegak hukum,
instansi vertikal, tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan dari ormas
keagamaan serta ormas kepemudaan, juga dari hasil kunjungan ke beberapa
dinas yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian minol dan Polres

Paser, secara umum dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2004

1 Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Medan: Cahaya Ilmu, 2006, hl. 2



tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser
sudah saatnya direvisi. Sebab, tidak mampu menjawab dinamika perubahan
sosial atau persoalan yang terjadi di masyarakat terkait peredaran dan
penjualan minuman beralkohol.

Jumlah penduduk di Kabupaten Paser berdasarkan data BPS (Badan
Pusat Statistik) 2024 tercatat 309.667 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.
Berbagai persoalan maupun dinamika yang terjadi di Kabupaten Paser terkait
dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Paser
tersebut dapat dirangkum menjadi empat catatan: Pertama, tempat-tempat
yang menjual minol di Kabupaten Paser ditengarai semakin marak. Hal ini
seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke tempat-tempat wisata.
Menurut data dari BPS Kabupaten Paser, dari 18 tempat wisata yang ada di
Kabupaten Paser, jumlah pengunjungnya meningkat dalam dua tahun
terakhir. Pada 2023 berjumlah 28.836 pengunjung. Pada 2024 meningkat
signifikan menjadi 85.469 pengunjung. Informasi yang diperoleh dari petugas
di Dinas Pariwisata Kabupaten Paser, ketika mereka turun ke tempat-tempat
wisata, di lokasi-lokasi tersebut dijual terang-terangan aneka produk minol.
Mereka yakin, tempat-tempat yang menjual minol itu tak mengantongi ijin,
seperti diatur di dalam Perda. Di antara kawasan wisata yang diduga kuat
marak beredar dan dijual minol adalah Gunung Boga di Kecamatan Muara
Samu, dan Air Terjun Sungai Terik di Kecamatan Batu Sopang. Selain beredar
dan dijual minol, juga ditengarai marak di sana beredar dan dijual minol
oplosan, yakni campuran antara Komix dan alkohol. Tengara semakin
maraknya tempat-tempat yang berjualan minol juga disampaikan petugas di
Satpol PP. Bahkan, warung-warung kecil juga ditengarai menjual minol
oplosan. Dan yang memprihatinkan, di antara pembelinya adalah para pelajar.

Kedua, tentang korban atau insiden yang terkait dengan minuman keras
(miras) atau minol, termasuk minol oplosan. Petugas dari Dinas Kesehatan
mencurigai, untuk korban atau insiden yang terkait dengan miras atau minol,
termasuk minol oplosan menyerupai fenomena gunung es. Artinya, korban yang
terdeteksi, tak mencerminkan angka yang sesungguhnya. Selama ini, untuk data

korban yang terdeteksi akibat minol didapatkan dari Puskesmas dari



seluruh wilayah di Kabupaten Paser. tercatat hingga Agustus 2025, korban
yang dikaitkan dengan minol hanya 5 orang. Di antara korban itu karena
mengkonsumsi minol oplosan, dan ada juga kasus kecelakaan yang korbannya
mengkonsumsi minol. Terkait dengan rendahnya data jumlah korban
kecelakaan akibat minol, menurut petugas Dinas Kesehatan, bisa jadi karena
sengaja disembunyikan. Sebab, ketika ada korban kecelakaan yang terdeteksi
akibat mengkonsumsi minol, maka jaminan dari BPJS tidak bisa dikeluarkan.
Hal ini disebutkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan
kesehatan. Pada pasal 52 ayat 1 menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi
karena pengaruh alkohol, maka BPJS tidak menanggung biayanya.
Ketiga, adanya problem regulasi. ~Merujuk pada Perpres No 74 Tahun

2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada pasal
4 disebutkan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh
pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol
sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan. Artinya, jika ada pelaku wusaha di
Kabupaten Paser yang menjual minuman beralkohol, maka harus menyertakan
izin dari menteri perdagangan. Ketentuan ini belum diatur lebih lanjut atau belum
ditindaklanjuti di dalam Perda, terutama jika dikaitkan dengan upaya penertiban
dan pengawasan. Pada Perda Nomor 8 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
minuman beralkohol yang boleh beredar, dijual dan dikonsumsi di Kabupaten
Paser hanya dari golongan A. Itu pun dalam pengawasan. Pengawasan seperti
apa? Bagaimana teknis pengawasannya? Hal ini tidak diatur lebih lanjut di dalam
Perda. Sedangkan mengacu pada pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan
bahwa minuman beralkohol golongan B, C adalah kelompok minuman keras yang
produksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya ditetapkan sebagai barang
larangan di Kabupaten Paser. Ketentuan ini tidak singkron dengan Perpres No 74
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada
pasal 4, bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku
usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai
dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di



bidang perdagangan. Maka dari itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara
Perda di Kabupaten Paser tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol yang akan disusun nanti dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

Terkait dengan ketentuan penyidikan sebagai upaya penertiban
terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, pada Pasal 5 ayat 1
Perda No 8 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain penyidik POLRI, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang minuman beralkohol. Adapun beberapa kewenangan yang
diberikan diatur pada ayat 2 pada Perda tersebut. Berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 255 ayat 1
menjelaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menegakkan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Pada Pasal 256 ayat 6 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang
memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di lingkungan daerah/kabupaten, merujuk pada PP Nomor 16 Tahun
2018, yang ditunjuk sebagai koordinator PPNS adalah Satpol PP dengan tugas
melaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, Satpol PP dapat berkoordinasi
dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di daerah
provinsi/kabupaten/kota. PPNS berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa penyidik adalah
pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang Kkhusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PPNS
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing.



Jadi, eksistensi dari Satpol PP sangat penting sebagai instansi yang
bertanggung jawab menegakkan Perda. Dan juga diberi kewenangan oleh regulasi
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Di lingkungan Pemkab
Paser, Satpol PP nantinya akan berperan sangat penting untuk menjamin
pelaksanaan dari Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas di Satpol PP
Kabupaten Paser, saat ini mereka mengalami kendala ketika nanti harus
menjalankan fungsinya dalam menegakkan Perda, terutama jika nanti Perda
tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol ditetapkan dan
diberlakukan. Di antara kendala tersebut adalah minimnya jumlah penyidik di
Satpol PP. Jumlah ideal untuk penyidik empat orang. Tapi, saat ini hanya ada
satu orang penyidik. Selanjutnya masih menurut petugas di Satpol PP, yang juga
dianggap sebagai kendala dalam melakukan upaya penegakan Perda adalah tidak
adanya istilah penyidik di Satpol PP.

Istilah penyidik sudah diganti menjadi penelaah kebijakan. Hal ini
konsekwensi dari adanya Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 jo Permen PAN-
RB No 17 tahun 2021. Aturan tersebut secara teknis memindahkan jabatan
struktural (seperti kepala seksi, kepala sub bagian) menjadi jabatan fungsional
(seperti analis kebijakan, penelaah kebijakan, dan lain-lain). Berubahnya istilah
dari penyidik menjadi penelaah kebijakan ini, tentu akan terkait dengan
kewenangan. Tidak akan sama, kewenangan antara penyidik (PPNS) dengan
penelaah kebijakan. Selain itu, pada regulasi yang lain, istilah penyidik dalam
PPNS masih tetap ada. Artinya, merujuk pada Permen PAN-RB tadi sudah tidak
ada lagi istilah penyidik di instansi pemerintahan, dalam hal ini pada Satpol PP.
Tapi, eksistensi dari PPNS masih diatur pada ketentuan lain. Yaitu diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

PP Nomor 16 Tahun 2018; KUHAP; dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
Tentang Kepolisian. Maka dari itu, dalam penyusunan Perda tentang
Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Paser, perlu

dilakukan upaya singkronisasi regulasi dan harmonisasi regulasi.



Singkronisasi regulasi adalah proses menyesuaikan dan menyelaraskan
suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada
sebelumnya, agar tidak terjadi pertentangan atau tumpang tindih. Dalam hal
ini, fokusnya lebih ke konsistensi hierarki hukum sesuai asas “lex superior
derogat legi inferiori’ (aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih
rendah). Harmonisasi regulasi adalah proses penyelarasan substansi (isi
materi) peraturan perundang-undangan agar selaras dengan peraturan lain,
nilai hukum, dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya soal hierarki, tetapi
juga tentang kesesuaian antar norma dan keutuhan sistem hukum. Dalam hal
ini mengacu pada asa “lex specialis derogate legi generali” (aturan khusus
mengesampingkan aturan umum).

Keempat, sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 bagi
yang melanggar ketentuan terkait peredaran dan penjualan minuman
beralkohol sangat ringan. Sebagaimana diatur pada Pasal 6, sanksi pidana
yang ditentukan adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda
paling banyak Rp 5.000.000. Sanksi yang sangat ringan ini dikeluhkan oleh
petugas Satpol PP. Mereka merasa sanksi yang ringan tersebut tidak
sebanding dengan beratnya upaya penertiban atau razia yang dilakukan.

Merujuk pada empat catatan yang merangkum berbagai persoalan
maupun dinamika yang terjadi di Kabupaten Paser terkait dengan peredaran
dan penjualan minuman beralkohol tersebut, maka perlu adanya upaya
penyusunan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang
lebih lengkap dan komprehensif.

Bahaya tentang minuman beralkohol atau minuman keras bagi
kesehatan manusia telah diakui hampir semua negara di dunia. Sebagai
contoh di negara Amerika Serikat semasa Pemerintahan Presiden Ronald
Reagen (1986) telah melakukan kampanye larangan minuman beralkohol (say
no to alcohol dan memberlakukan undang-undang larangan minuman

beralkohol yang pada intinya berupa larangan dengan pengecualian.2

2 Abdoerraoef, H. Komunisme Dalam Teori dan Praktek, Bulan Bintang, Jakarta, 1971,
h.171-172



Minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan dalam setiap
proses interaksi sosial, dalam konteks budaya yang dapat dijumpai secara
tradisional dan dalam kegiatan tertentu. Namun jika dikonsumsi secara bebas
dan dominan bisa mengakibatkan kerusakan mental dan kesehatan yang
mengarah kepada ketertiban umum. Menurut Rajamuddin, minuman
beralkohol memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan
kejahatan. Reaksi yang ditimbulkan setelah meminum minuman beralkohol
adalah kehilangan daya akalnya. Akal yang tidak mampu bekerja
mempengaruhi kualitas daya pikirnya sehingga segala perbuatan yang terjadi
di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat mendorong pada lahirnya
perbuatan pidana yang dapat meresahkan masyarakat.s

Di antara dampak negatif dari minuman beralkohol yaitu: GMO
(Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti
bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan
karirnya. Perubahan fisiologis seperti mata juling, muka merah, dan jalan
sempoyongan. Kemudian perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi,
bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainnya.

Wisnu menghubungkan alkohol dengan kriminalitas sebagai efek
langsung alkohol dapat mencetuskan tindak pidana dengan mengubah
kesadaran yang normalnya ada pada seseorang berubah menjadi bertingkah
laku tidak seperti biasanya.4+ Pandangan lain tentang alkohol dapat
menyebabkan efek kesehatan yang serius dari mabuk, di antaranya:
penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, penurunan sistem kekebalan
tubuh, kanker, penyakit jantung, gastrinitis (radang atau luka pada lambung),
masalah pernafasan, dan gangguan hati. Juga bisa menyebabkan paranoid,
yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan, dimana seolah-olah merasa

dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada di

3 A. Rajamuddin, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan
Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar,”Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan, No. 2, 2014, h.182.

4 Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1993, hl.9



sekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan
dia akan melakukan sesuatu di luar nalarnya.

Di sisi lain rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman
beralkohol masih saja sering terjadi, dan bertolak belakang dengan citra Bangsa
Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.s Hal
ini membuktikan bahwa hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.s

Maka dari itu, penting dilakukan pengaturan, pengawasan dan
pengendalian dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah
(provinsi, kabupaten, kota). Hal ini karena: Pertama, kesehatan merupakan
hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, bahwa setiap kegiatan dalam upaya
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang unggul
dan kompetitif. Ketiga, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya
gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian
ekonomi yang besar bagi negara. Dan setiap upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
Keempat, bahwa setiap upaya pembangunan, harus dilandasi dengan
wawasan kesehatan, dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan
kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik
pemerintah maupun masyarakat.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka penyusunan

Perda baru yang lebih lengkap, komprehensif dan efektif tentang Pengendalian

s Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945
6 Lukman Yulianto "Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
Minuman Beralkohol." Jurnal Ilmu Hukum Mizanl 2012.



dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser untuk
menggantikan Perda lama yakni Perda No 8 Tahun 2004 perlu dilakukan. Hal
ini juga sekaligus untuk mengatur mekanisme pengawasan terpadu antar
lembaga atau antar instansi terkait. Dan yang lebih penting, memastikan

adanya sinkronisasi antara Perda dengan Perpres dan Permendag.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Mengapa dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol.

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan
yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang
pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

3. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
terkait pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian
dan pengawasan minuman beralkohol.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dijelaskan di
atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Paser, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol
ditengarai semakin marak, dan mengarah pada hal-hal yang
mengkhawatirkan serta meresahkan masyarakat. Baik dari aspek agama,
sosial, budaya, kesehatan dan dari aspek generasi muda. Sebetulnya
sudah ada regulasi daerah yang mengatur pengendalian dan pengawasan
minol, yakni Perda No 8 Tahun 2004. Tapi, perda tersebut dinilai sudah
tidak bisa menjawab berbagai macam persoalan di lapangan yang
semakin dinamis dan kompleks. Selain itu, Perda No 8 Tahun 2004 juga
dinilai kurang sejalan dengan regulasi di atasnya. Maka dari itu, perlu
disusun Perda baru untuk menjawab berbagai persoalan dan dinamika
yang terjadi di masyarakat, dan juga agar terjadi singkronisasi dan
harmonisasi dengan regulasi di atasnya.

2. Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol dibutuhkan dalam rangka untuk mengatur terkait



pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan segala
dimensinya secara menyeluruh, komprehensif, dan berwawasan
lingkungan.

Landasan filosofis pembentukan rancangan peraturan daerah yang
mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini
adalah demi mewujudkan terciptanya rasa keadilan masyarakat.
Landasan sosiologisnya merupakan kebutuhan masyarakat akan rasa
keamanan, kesesuaian dan kenyamanan. Dan landasan yuridis dijamin
oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap warga negara
berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat.

Sasaran pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian
dan pengawasan minuman beralkohol adalah agar terwujudnya tata
pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di
Kabupaten Paser yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan
kesehatan manusia.

Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan
minuman beralkohol.

Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik
sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat
diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah
ditentukan; dan

Menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan
pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah, termasuk
melakukan pengawasan terpadu dengan melibatkan institusi lain, seperti

Kepolisian dan TNI.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan Metode Penelitian

Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode

empiris, dan metode penelitian sosial, dengan Metode Survei, yaitu:

Metode Yuridis Normatif, adalah penelitian yang dilakukan melalui Studi
Pustaka, yang dilakukan dengan menelaah data sekunder yang berupa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minuman
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beralkohol dan dilengkapi dengan wawancara, FGD, seminar dan
symposium (Khaleed, 2014).

Metode Yuridis Empiris, atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali
dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang
mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan
berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti (ibid).
Metode survey, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari
keterangan secara faktual (Nazir, 1988). Dengan metode ini, peneliti dapat

membedah, membahas, dan menganalisis suatu permasalahan yang erat.
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BAB II
Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris
2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol
(C,HsOH) sebagai komponen utama yang menyebabkan efek psikoaktif. Etanol
dihasilkan terutama melalui proses biologis (fermentasi) dan dapat
dikonsentrasikan melalui destilasi untuk menghasilkan minuman jenis “spirit”
(minuman suling). Minuman keras ialah segala jenis minuman yang
memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya,
yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak
mengandung alkohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan
lain-lain. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol.
Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan
kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke
sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas
usia tertentu.z

Selain itu minuman keras atau minuman beralkohol juga dapat diartikan
sebagai minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi
atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih
dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses
dengan cara mencampur etanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung etanol . Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah
minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan
konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan
minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang

yang telah melewati batas usia tertentu.s

7 Pratama, Verdian Nendra Dimas. 2013. Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di
DesaJatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Jurnal Promkes Vol. 1 No. 2 Desember
2013, h. 145—152,

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses pada tanggal 01 Oktober
2025 pada pukul 10.00 Wib
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2.1.2 Fermentasi dan Destilasi

Fermentasi alkoholik adalah proses biologis di mana mikroorganisme—
terutama ragi (yeast) seperti Saccharomyces cerevisiae—mengubah gula
(monosakarida atau gula terhidrolisis dari polisakarida) menjadi etanol dan
karbon dioksida dalam kondisi anaerob atau terbatas oksigen. Jalur
metaboliknya melibatkan glikolisis (konversi gula ke piruvat), lalu piruvat
diubah menjadi asetaldehida (melalui enzim piruvat dekarboksilase),
selanjutnya asetaldehida direduksi menjadi etanol dengan menggunakan
alkohol dehidrogenase (ADH), sambil meregenerasi NAD" dari NADH agar
glikolisis dapat terus berjalan.o

Pengertian fermentasi menurut Suradmaja dapat diartikan sebagai :

a. Fermentasi merupakan penguraian metabolik senyawa organik
oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang umumnya
berlangsung dengan kondisi anaerob dan dengan menyeret gas.

b. Fermentasi adalah penguraian metabolik senyawa organik yang
berlangsung dalam suatu organisme, tanpa kehadiran oksigen
molekular dan dengan menggunakan senyawa organik, baik
sebagai zat pengoksidasi maupun substrat yang dioksidasi.

c. Fermentasi adalah proses perubahan kimia yang disebabkan oleh
mikroorganisme atau enzim.1o

Sedangkan destilasi adalah suatu proses pemisahan etanol dari cairan

terfermentasi. Adapun alkohol adalah senyawa etanol (etil alkohol) yaitu suatu
jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri. Destilasi juga
dapat diartikan sebagai operasi perpecahan komponen-komponen cair dari
suatu campuran fase cair, khususnya yang mempunyai perbedaan titik didih

dan tekanan uap yang cukup besar. 11

9 Khairiah, dkk, Rekayasa Bioenergi, Hei Publishing Indonesia, Padang Sumatera Barat,
2024, h. 17

10 Ibid

11 Audhea Ananda Kartika, Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Tuak dan Arak
Menggunakan Metode Berat Jenis dan Kromatografi Gas-FID, Acta Holistica Pharmaciana, Vol.
4, No. 2, 2022, h.80
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2.2

Kajian Terhadap Azas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Analisa terhadap azas yang terkait dengan norma tentang minuman

beralkohol antara lain:

1.

Azas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-Nilai Ekonomis

Seperti dijelaskan di Bab Pendahuluan, bahwa minuman beralkohol
sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol,
dimana di dalamnya juga berisi etanol, yang jika penggunaannya tidak
sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023, maka akan sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia.

Azas Kemanfaatan Umum

Azas kemanfaatan adalah prinsip hukum dan administrasi yang
menyatakan bahwa semua tindakan pemerintahan, norma, kebijakan,
atau keputusan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat
umum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan
individu, kelompok, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks
Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kemanfaatan menuntut
bahwa regulasi tidak hanya legal, tetapi juga efektif dan bermanfaat
secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan mengatur AUPB dalam Pasal 10 ayat (1), yang
menyebutkan “kemanfaatan” sebagai salah satu aaas. Pengendalian dan
pengawasan peredaran minuman beralkohol dilaksanakan untuk
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan
pribadi maupun umum. Di sisi lain, pengendalian dan pengawasan
peredaran minuman beralkohol juga diarahkan untuk tidak merugikan
kepentingan tenaga kerja, baik di bidang pertanian/perkebunan, maupun
di industri minuman.

Azas Keterpaduan dan Keserasian

Azas keterpaduan berarti bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan keterpaduan antar-sistem
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hukum secara menyeluruh baik secara vertikal (antara pusat dan daerah)
maupun horizontal (antar-sektor dan antar-daerah). Menurut Pasal 5
huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomo